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1. Kaidah fiqhiyah menegaskan, Tasharruf al-imâm ‘ala al-ra’iyyah 

manûth bi al-mashlahah (kebijakan pemerintah terhadap rakyatnya 

harus berorientasi kepada kemaslahatan).  

2. Dalam memikul tugas kepemimpinan publik, penyelenggara negara 

khususnya pemerintah harus memenuhi syarat, antara lain: 

a. Memiliki kemampuan nalar (kecerdasan) untuk menetapkan 

kebijakan yang menyangkut rakyat dan kemaslahatan mereka 

(siyâsah al-ra’iyyah wa tadbîr mashâlihihim); 

b. Memiliki kemampuan, ketahanan fisik dan mental dengan 

landasan iman dan taqwa yang membuatnya mampu untuk 

menyelesaikan berbagai krisis dan menetapkan hukum serta 

kebijakan secara benar (al-ijtihâd fî al- nawâzil wa al-ahkâm). 

3. Setiap kebijakan yang diambil oleh pemegang kekuasaan negara, 

baik eksekutif maupun legislatif dan yudikatif harus didasarkan pada 

tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat yang bersifat umum 

serta menghilangkan kemafsadatan dari mereka (iqâmah al-

mashâlih wa izâlah al-mafâsid). Dalam implementasinya, mencegah 

terjadinya kemafsadatan harus didahulukan dari pada upaya 



mewujudkan kemaslahatan (dar’u al-mafâsid muqaddam ‘ala jalbi 

al-mashâlih). 

4. Apabila terjadi benturan kepentingan kemaslahatan antara berbagai 

pihak, maka kepentingan kemaslahatan umum harus didahulukan 

dari pada kemaslahatan golongan dan perorangan. Demikian juga, 

ketika terjadi benturan kepentingan kemafsadatan (kerusakan) 

antara berbagai pihak, maka kemafsadatan yang dialami oleh 

sekelompok orang bisa diabaikan demi mencegah terjadinya 

kemafsadatan yang bersifat umum. 

5. Pelaksanaan kebijakan penyelenggara negara (tasharruf al-imâm) 

harus mengedepankan prinsip prioritas (awlawiyyah) sebagai 

berikut:  

a. Taqdîm al-ahwaj, yaitu mendahulukan atau memprioritaskan 

rakyat yang lebih membutuhkan dibandingkan dengan pihak yang 

kurang membutuhkan; 

b. Al-‘adlu fî i’thâi huqûq mutasâwî al-hâjât, yaitu membagi secara 

adil di antara mereka yang memiliki kebutuhan yang sama; 

c. Mengedepankan sikap amanah dalam mengelola harta kekayaan 

negara dengan menjauhkan diri dari berbagai praktek 

pengkhianatan dan korupsi (ghulul). 

6. Kemaslahatan yang menjadi dasar kebijakan dan tindakan 

penyelenggara negara harus memenuhi kriteria (dlawâbith) sebagai 

berikut: 

a. Kemaslahatan yang dimaksud adalah tercapainya tujuan hukum 

(maqâshid al-syarî’ah) yang diwujudkan dalam bentuk 

terlindunginya lima hak dasar kemanusiaan (al-dharûriyyât al-

khams), yaitu agama, jiwa, akal, kehormatan/keturunan, dan  

harta. 

b. Kemaslahatan yang dibenarkan oleh syari’ah adalah maslahat 

yang tidak bertentangan dengan nash.  



c. Kemaslahatan yang dapat dijadikan landasan hukum adalah 

kemaslahatan yang yang hakiki (benar-benar mendatangkan 

manfaat dan menolak mudarat).  

d. Kemaslahatan yang dijadikan landasan hukum harus bersifat pasti 

(qâthi’ah), terbukti dalam kenyataan (muhaqqaqah), umum, 

berkelanjutan dan jangka panjang, bukan bersifat spekulatif 

(mawhûmah), individual, dan sesaat.  

e. Kemaslahatan yang bersifat umum harus diprioritaskan untuk 

direalisasikan, meskipun harus mengenyampingkan 

kemaslahatan yang bersifat individual ataupun kelompok (al-

mashlahah al-‘âmmah muqaddamah ‘alâ al-mashlahah al-

khâshshah). 

f. Dalam merealisasikan kemaslahatan, penyelenggara negara dapat 

menetapkan kebijakan yang berpotensi menimbulkan kerugian 

bagi perorangan atau sekelompok orang, hanya apabila hal itu 

benar-benar demi kemaslahatan umum atau untuk mencegah 

kerugian yang lebih besar. 

7.  Penyelenggara negara sebagai pengemban amanah untuk mengelola 

urusan publik harus mendahulukan kepentingan yang bersifat umum 

dan menjaga kemaslahatan masyarakat banyak, di atas kepentingan 

perorangan dan golongan. 

8. Penyelenggara negara yang tidak mematuhi prinsip-prinsip 

kemaslahatan sebagaimana disebutkan di atas, berarti telah 

mengkhianati amanah, dan harus mempertanggungjawabkan secara 

etik, moral, dan hukum. Dengan demikian, penyelenggara negara 

semacam itu tidak termasuk dalam kategori pemerintahan yang baik 

(good governance/siyâsah al-hukûmah al-fâdhilah). 

 

 

DASAR PENETAPAN  

 

1. Firman Allah dalam ayat-ayat sbb:  



مُْركُُمَّْ  اللّ هَّ  إِن َّ   تَهْكُمُواَّ  أهنَّْ  الن اسَّ  بهيْهَّ  حهكهمْتُمَّْ  وهإِذهاَّ  أههْلِههاَّ  إِلهَّ  الْْهمهانَهتَّ  تُ ؤهدُّوا  أهنَّْ  يَه

يعًا  كهانهَّ  اللّ هَّ إِن َّ بهَِِّ يهعِظُكُمَّْ نعِِم اَّ اللّ هَّ إِن َّ بِِلْعهدْلَّ  (58: النساء) بهصِيراً سَهِ

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 

kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila 

menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha 

mendengar lagi Maha melihat” 

 

أهي ُّهها   فَِّ  ت هنهازهعْتُمَّْ  فهإِنَّْ  مِنْكُمَّْ  اْلْهمْرَِّ  وهأوُلَِّ  الر سُولهَّ  وهأهطِيعُوا  اللّ هَّ  أهطِيعُوا  ءهامهنُوا  ال ذِينهَّ  يَه
تُمَّْ  إِنَّ  وهالر سُولَّ  اللّ َِّ  إِلهَّ  ف هرُدُّوهَُّ  شهيْء َّ   وهأهحْسهنَّ  خهيْررَّ  ذهلِكهَّ  اْلآخِرَِّ  وهالْي هوْمَّ  بِِللّ َِّ  تُ ؤْمِنُونهَّ  كُن ْ

 ( 59: النساء) تَهْوِيْلًَّ
“Hai orang-orang yang beriman, ta`atilah Allah dan ta`atilah 

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia 

kepada Allah (Al Qur’an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang 

demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.“ 

 

ههاَّ َّعهلهي ْههاَّالْقهوْلَُّفهدهم رْنَه َّمُتْْهفِيههاَّف هفهسهقُواَّفِيههاَّفهحهق  َّق هرْيهةًَّأهمهرْنَه َّأهنَّْنُُلِْكه َّوهإِذهاَّأهرهدْنَه
 تهدْمِيراًَّ

Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, Maka kami 

perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu 

(supaya mentaati Allah) tetapi mereka melakukan kedurhakaan 

dalam negeri itu, Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya 

perkataan (ketentuan kami), Kemudian kami hancurkan negeri itu 

sehancur-hancurnya. QS. Al-Isra: 16 

 



َّمِن ْههاَّ َّأهنَّْيَهْمِلْن هههاَّوهأهشْفهقْنه َّعهرهضْنهاَّالْْهمهانهةهَّعهلهىَّالس مهاوهاتَِّوهالْْهرْضَِّوهالْْبِهالَِّفهأهبهيْه َّإِنَ 
نْسهانَُّإِن هَُّكهانهَّظهلُومًاَّجههُولًًَّ  وهحَههلهههاَّالِْْ

Sesungguhnya kami Telah mengemukakan amanat[1233] kepada 

langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk 

memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, 

dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia 

itu amat zalim dan amat bodoh, QS. Al-ahzab: 72 
 

ةهَّوهآهت هوُاَّالز كهاةهَّوهأهمهرُواَّبِِلْمهعْرُوفَِّوهنُههوْاَّعهنَّ َّإِنَّْمهك ن اهُمَّْفَِّالْْهرْضَِّأهقهامُواَّالص له َّال ذِينه
َّعهاقِبهةَُّالْْمُُورَِّ للِِّ   الْمُنْكهرَِّوه

(yaitu) orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka 

di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, 

menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari 

perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala 

urusan. Al-Hajj: 41 

. 

2. Hadis-hadis Nabi SAW sbb:  

 منَّولَّمنَّأمورَّأمتيَّشيئاَّثمَّلمَّيجتهدَّلهمَّ,َّولمَّينصحَّفالْنةَّعليهَّحرامَّ

Barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas 

umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk 

(kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, 

maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga. (HR.  

 
َّعليهمَّ،فاشقُقَّعليه، وَّمنَّولَّمنَّأمرَّ اللهمَّمنَّولهَّمنَّأمرَِّأمتيَّشيئاَّفشق 

 أمتيَّشيئاً،فرفقَّبهم،فارفقَّبهم

Ya Allah, siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada 

suatu urusan, lalu mempersulit mereka, maka berilah kesulitan 

atasnya, dan siapapun yang menjadi penguasa atas umatku pada 



suatu urusan, lalu bersikap lembut kepada mereka, maka 

mudahkanlah urusannya 

 

َّعهنَّْرهعِي تِهَِّ َّوهكُلُّكُمَّْمهسْئُولر  )رواهَّمسلم( عنَّابنَّعمرَّعنَّالنبيَّ)ص(َّكُلُّكُمَّْرهاع 

Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW: kalian adalah 

pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas 

rakyatnya (HR. Muslim) 

 

َّبيِهدِهَِّعهلهىَّمهنْكِبيَّثُم َّ  عهنَّْأهبَِّذهر  َّقهالهَّ َّفهضهرهبه َّتهسْت هعْمِلُنَِِّقهاله َّأهلًه َّاللِّ  َّرهسُوله قُ لْتَُّيَه
َّمهنَّْأهخهَّ امهةرَّإِلً  َّوهإِنُ هاَّأهمهانهةَُّوهإِنُ هاَّي هوْمهَّالْقِيهامهةَِّخِزْيرَّوهنهده َّضهعِيفر َّذهر  َّإِن كه َّأهبِه َّيَه ذهههاَّقهاله

 لهيْهَِّفِيههاَّ)رواهَّمسلم(َّبِِهقِ ههاَّوهأهد ىَّال ذِيَّعهَّ

 

َّ  عهنَّْأهبَِّهُرهيْ رهةهَّقهالهَّ َّرسولَّاللهَّ)ص(َّفهإِذهاَّضُيِ عهتَّْالْْهمهانهةَُّفهانْ تهظِرَّْالس اعهةهَّقهاله قهاله
َّغهيْرَِّأههْلِهَِّفهانْ تهظِرَّْالس اعهةهَّ)رواهَّالبخاري(َّ َّالْْهمْرَُّإِله َّإِذهاَّوُسِ ده َّإِضهاعهتُ ههاَّقهاله  كهيْفه

Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW bersabda: jika amanah 

disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: 

bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di 

berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. 

Bukhari) 

 

قالَّأميرَّالمؤمنيَّعمرَّبنَّالخطابَّرضيَّاللهَّعنه:َّ»إنيَّأنزلتَّنفسيَّمنَّمالَّاللهَّ
افتقرتَّأكلتَّبِلمعروف«َّرواهَّمنزلةَّمالَّاليتيم،َّإنَّاستغنيتَّمنهَّاستعففت،َّوإنََّّ

ابنَّأبَِّشيبةَّوالبيهقي،َّوقدَّأخذَّالمعنىَّمنَّقولَّاللهَّعزَّوجل:َّ»وابتلواَّاليتامىَّ
إليهمَّأموالهمَّولًَّتَكلوهاَّ فادفعواَّ آنستمَّمنهمَّرشداَّ فإنَّ النكاحَّ بلغواَّ إذاَّ حتىَّ
فليأكلَّ فقيراَّ ومنَّكانَّ فليستعففَّ غنياَّ ومنَّكانَّ يكبرواَّ أنَّ وبداراَّ إسرافاَّ

 .«بِلمعروف



Amirul Mukminin Umar bin al-Khattab ra. berkata: aku 

menempatkan diriku dari harta Allah seperti harta anak yatim, 

apabila aku merasa tidak butuh, maka aku tidak mengambilnya, 

dan apabila aku butuh, maka aku mengambil sewajarnya. Riwayat 

Ibnu Abi Syaibah dan Baihaqi. Makna hal ini diambil dari firman 

Allah (Qs. 4:6) 

 
3. Pendapat-Pendapat Ulama sbb: 

a. Pendapat Imam al-‘Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi’î dalam 

Qawâ’id al-Ahkâm” 2/75: 

َّفصل:َّفَّتصرفَّالولًةَّونوابهمَّ
الْصلحَّللمولَّعليهَّيتصرفَّالولًةَّونوابهمَّبماَّذكرنََّمنَّالتصرفاتَّبماَّهوََّّ

درءاَّللضررَّوالفسادَّ,َّوجلباَّللنفعَّوالرشادَّ,َّولًَّيقتصرَّأحدهمَّعلىَّالصلحَّ
معَّالقدرةَّعلىَّالْصلحَّ؛َّإلًَّأنَّيؤديَّإلَّمشقةَّشديدةَّ,َّولًَّيتخيرونَّفَّ
التصرفَّحسبَّتخيرهمَّفَّحقوقَّأنفسهمَّ،َّمثل:َّأنَّيبيعواَّدرهماَّبدرهمَّ,َّ

َّأوَّمكيلةَّزبيبَّبمثلهاَّ،َّلقولَّاللهَّتعا َّالْيهتِيمَِّإِلً َّبِِل تِيَّهِيه لَّ:َّ}وهلًهَّت هقْرهبوُاَّمهاله
أهحْسهنَُّ{,َّوإنَّكانَّهذاَّفَّحقوقَّاليتامىَّ؛َّفأولَّأنَّيثبتَّفَّحقوقَّعامةَّ
الشرعََّّ اعتناءَّ ;َّلْنَّ العامةَّ الْموالَّ الْئمةَّمنَّ فيهَّ يتصرفَّ فيماَّ المسلميَّ

وكلَّتصرفَّجرَّبِلمصالحَّالعامةَّأوفرَّوأكثرَّمنَّاعتنائهَّبِلمصالحَّالخاصةَّ,ََّّ
 .. فساداَّأوَّدفعَّصلحاَّ=َّفهوَّمنهيَّعنهَّ،َّكإضاعةَّالمالَّبغيرَّفائدةَّ

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil2nya . 

Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana 

yang telah kami,sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang 

terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan 

kerusakan  serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan 

hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat 

ada kemampuan untuk mewudkan yang terbaik kecuali bila hal 



itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan)yg besar. Dan 

janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan 

mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap 

kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu 

dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 

'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu 

mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang 

terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja 

demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin 

dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian 

syariat Islam dengan  hak hak kaum muslimin secara umum 

lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi 

perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala 

tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak 

kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang 

tanpa manfaat... 

 
b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab Al-Furuq 

(4/76): 

اعلمَّأنَّكلَّمنَّولَّولًيةَّالخلفةَّفماَّدونُاَّإلَّالوصيةَّلًَّيَلَّلهَّأنَّيتصرفَّ
َّالْيهتِيمَِّإِلً َّ إلًَّبجلبَّمصلحةَّ،َّأوَّدرءَّمفسدةَّلقولهَّتعالَّ}وهلًهَّت هقْرهبوُاَّمهاله
َّأهحْسهنَُّ{َّ،َّولقولهَّعليهَّالسلمَّ"َّمنَّولَّمنَّأمورَّأمتيَّشيئاَّثمَّلمَّ بِِل تِيَّهِيه

 حَّفالْنةَّعليهَّحرامَّ"َّ..َّاه َّيجتهدَّلهمَّ,َّولمَّينصَّ

Ketahuilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai 

dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh 

berbuat kecuali yang membawa maslahat atau mencegah 

mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan 

hadits Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah 

(berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-

sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi 

nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke 

dalam surga. 



 
c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “al-Asybâh 

wa al-Nazhâir halaman 139: 

ََّّ، والتْكاتَّ َّ، اليتامىَّ أموالَّ فَّ فعلهَّ لهَّ فيماَّ القاضيَّ تصرفَّ
  . ،َّفإنَّلمَّيكنَّمبنياَّعليهاََّّلمَّيصحَّبِلمصلحةوالْوقافَّمقيدَّ

Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta 

warisan dan wakaf, terikat dengan maslahat, sehingga apabila 

tidak dibangun atas maslahat, maka tidak boleh. 

 

d. Pendapat Imam al-Zarkasyî al-Syâfi’i dalam kitab al-Mantsûr 

fi al-Qawâid juz 1/309: 

الفارسيَّفَّ قالَّ َّ: عليهَّ الرعيةَّمنوطَّبِلمصلحةَّنصَّ الْمامَّعلىَّ تصرفَّ
قالَّالشافعيَّ َّرحَهَّاللهَّ :َّ"منزلةَّالوالَّمنَّالرعيةَّ:َّمنزلةَّ : عيونَّالمسائل

 . انتهى “الول َّمنَّاليتيمََّّ

Perbuatan imam terhadap rakyat bergantung kepada maslahat, 

sebagaimana penegasan Imam Syafi'i. Al-Farisi menyampaikan 

dalam 'Uyun al-Masa'il dari Imam al-Syafi'i: kedudukan 

seorang pemimpin atas rakyatnya sama dengan kedudukan wali 

yatim atasnya. 
 

e. Pendapat Imam Ibnu Nujaim al-Hanafi dalam al-Asybâh wa 

al-Nazhair, halaman 124: 

 

  يُ ن هف ذَّ  لمهَّْ الْعهام ةَِّ  بِِْلْمُُوْرَِّ  ي هت هعهل قَّ  فِيْمهاَّ  الْمهصْلهحهةَِّ عهلهىَّ  مهبْنِيًّا  اْلِْمهامَّ  فِعْلَُّ  كهانهَّ  ذهاإَِّ

ا.  يُ ن هف ذَّ  لمهَّْ  خهالهفههَُّ  فهإِنَّ.  وهاف هقههَُّ  إِذها  إِلً َّ  اَّعًَّشهرَّْ  أهمْرهَُُّ   يُ وْسُفهَّ  أهبُ وَّ  اْلِْمهامَُّ  قهالهَّ  وهلِههذه

بَّ  مِنَّ  الخهْرهاجَّ  كِتهابَّ  فَِّْ ئًا  يُُْرجِهَّ  أهنَّ  لِلِإمهامَّ  وهلهيْسهَّ:  الْمهوهاتَّ  اِحْيهاءَِّ  بِه   مِنَّ  شهي ْ

ٍ َّ إِلً َّ  أهحهد َّ يهدَِّ  ٍ بِت َّ بِِهقِ  . مهعْرُوْف َّ  ثَه



Apabila perbuatan imam pada perkara-perkara umum 

dibangun di atas maslahat, maka secara syar'i keputusannya 

tidak dilaksanakan kecuali jika sesuai dengan maslahat, 

sehingga apabila menyelisihi, tidak akan dilaksanakan. Oleh 

karena itu, Imam Abu Yusuf dalam Kitab al-Kharaj, Bab 

Tentang Menghidupkan Tanah Mati berkata: seorang penguasa 

tidak boleh mengeluarkan sesuatu dari tangan seseorang, 

kecuali dengan hak yang benar dan pasti. 
 

f. Pendapat Ibnu Taymiyah dalam Kitab Majmu’ Fatawa juz 6 

halaman 340. 

َّيقُِيمَُّالظ الِمهةهَّوهإِنَّْكهانهتَّْ وْلهةهَّالْعهادِلهةهَّوهإِنَّْكهانهتَّْكهافِرهةًَّ؛َّوهلًه إن َّاللّ هَّيقُِيمَُّالد 
مَََِّّّمُسْلِمهةًَّ َّتهدُومَُّمهعهَّالظُّلْمَِّوهالِْْسْله نْ يهاَّتهدُومَُّمهعهَّالْعهدْلَِّوهالْكُفْرَِّوهلًه .َّوهيُ قهالَُّ:َّالدُّ

 (340َّص6َََّّّ)مجموعَّفتاوىَّابنَّتيمية،َّجَّ  .

Sesungguhnya Allah menegakkan Negara yang adil walaupun 

kafir, dan Ia tidak menegakkan (Negara) yang dhalim walaupun 

muslim. Dan dikatakan: dunia tetap akan ada beserta keadilan 

dan kekufuran, dan tidak aka nada beserta kedhaliman dan 

Islam. 
 

g. Pendapat Al-Mawardi dalam kitab al-ahkam as-sulthaniyah, 

juz 1 hal. 3:. 

نْ يهاَّ)الماوردي،َّ ينَِّوهسِيهاسهةَِّالدُّ فهةَِّالن ُّبُ و ةَِّفَِّحِرهاسهةَِّالدِ  الِْْمهامهةَُّمهوْضُوعهةرَّلِخِله
 (3َّص1َََّّّ،َّجَّالسلطانيةالْحكامََّّ

Kepemimpinan adalah pengganti tugas kenabian dalam 

menjaga agama dan mengelola dunia. 
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